
 

 

 

 

 

 

B U P A T I   H U L U   S U N G A I   S E L A T A N 

 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

 
NOMOR   017  TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI  

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA BAGI KELUARGA PRA SEJAHTERA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, agar pelaksanaan Peraturan dimaksud 
dapat optimal perlu menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2); 

b. bahwa dalam rangka mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam 
melaksanakan tertib administrasi kependudukan serta membantu pemerintah dalam 
mengentaskan kemiskinan,  dipandang perlu untuk mengambil kebijakan tentang 
pembebasan biaya layanan kartu keluarga bagi keluarga pra sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan  Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pungutan Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga Bagi Keluarga Pra Sejahtera; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3474); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4736); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK); 

18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 

20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan 
Republik Indonesia; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110); 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 4); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI 
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA BAGI KELUARGA PRA 
SEJAHTERA. 

 

 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

3.  Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

4.   Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah dan bertempat 
tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

5.   Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat 
data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 

6. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan 
hidup keluarganya seperti sandang, pangan,  pendidikan dan kesehatan. 

7.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

 

 

BAB II 
PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam 
melaksanakan tertib administrasi kependudukan membebaskan pungutan retribusi penggantian biaya cetak 
KK bagi keluarga pra sejahtera. 
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Pasal 3 

Pembiayaan terhadap pembebasan pungutan retribusi penggantian biaya cetak KK sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD. 

 

 

 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 4 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

 

 

  Ditetapkan di Kandangan 

  pada tanggal  7 September 2010 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

  Cap 

 

Ttd, 

MUHAMMAD  SAFI’I 

 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal  7 September 2010 

            

             SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 

 

                   ACHMAD FIKRY 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN  2010   NOMOR  162 


